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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, Penyusunan Buku Refleksi Pengendalian Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan
dengan baik.

Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Triwulan
I[I Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran Progres Report tentang
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera  Utara yang
meliputi:
a. Mandatory Spending APBD Provsu dan Kab/Kota;
Progress Report Realisasi Pendapatan APBD Provsu dan Kab/Kota;
Progress Report Realisasi Belanja APBD Provsu dan Kab/Kota;
Progress Report Realisasi Dana APBN;

® oo o

Progress Report Realisasi Dana Desa

Penyusunan Laporan Refleksi Pengendalian Pembangunan Provinsi
Sumatera merupakan tindak lanjut dari uraian tugas pokok dan fungsi Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara, dimana salah satu Tugas dan Fungsinya
melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pembangunan
daerah pada pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,
pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Harapan kami semoga laporan ini dapat menjadi dokumen yang dapat
bermanfaat bagi akselerasi pencapaian 8 (delapan) prioritas pembangunan
untuk terwujudnya Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ARIEF S. TRINUGROHO, MT
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LATAR BELAKANG

Evaluasi Pembangunan Nasional yang meliputi evaluasi
pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan
daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer serta
sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022,
yaitu "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi
sosial" dengan penajaman pada 7 skala prioritas nasional.

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
mencakup 4 (empat) hal, antara lain : (a) capaian
pembangunan daerah, (b) Relevansi Pembangunan Daerah (c)
Efisiensi dan (d) Efektivitas.

Memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Pemerintah Daerah
dituntut agar mampu menjadi kolaborator yang baik dalam
mengorkestrasi  seluruh  pemangku kepentingan guna
pencapaian tujuan bersama (collaborative governance)

Akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah di semua bidang
Y o harus dibarengi dengan pengendalian yang mumpuni, cepat
C A} dan Akurat sehingga pembangunan lebih terarah sesuai 8
\ Y Prioritas Pembangunan Sumatera Utara yang bermuara pada
pencapaian Sumatera Utara yang Maju, Aman dan
Bermartabat. -

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi dan teknologi
sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang SPBE, yang dapat memberikan informasi progres
pengendalian pembangunan di Sumatera Utara, baik di
lingkup Provinsi maupun di Wilayah Kabupaten/Kota dalam
suatu aplikasi PRP2SUMUT




MAKSUD DAN TUJUAN

Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara ini bertujuan agar dapat
memberikan informasi progres keuangan maupun fisik secara cepat dan akurat, sehingga
dapat menjadi bahan rujukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring,
pemantauan dan evaluasi, baik di lingkup provinsi maupun di wilayah kabupaten/kota.

DASAR HUKUM

Undang Undang no 19

Perpres 95 tahun 2018
tahun 2016 tentang ITE Tentang SPBE




RUANG LINGKUP PENERAPAN COLLABORATIVE
GOVERNANCE MELALUI APLIKASI PRP2SUMUT

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan tujuan dan samaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat
daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-
program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

STRATEGI

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, Selain itu perumusan
strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

s

=

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi
akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian
arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah
arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam
mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi
perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran

koeran&kat daerah. )

B. ALUR FIKIR

Terwujudnya 9 Warisan Sumut
Tantangan Penerapan Bermartabat

Collaborative

Governance di Sumatera
Terwujudnya Sumatera Utarayang Maju,
Utara Aman dan Bermartabat

Kebutuhan data dukung
PRP2Sumut melibatkan

Meningkatnya Sinergitas & Akselerasi

beberapa aplikasi lain ¢ Pradigma Nasional ; :

Pencapaian 8 Prioritas Pembangunan
dengan platform yang *  Peraturan perundang- Sumatera Utara
berbeda, sehingga undangan yang berlaku

memerlukan keseriusan
dari pihak terkait untuk

) melakukan integrasi data. Implementasi
Implementasi b.  Kurangnya kualitas SDM Collaborative
Collaborative ASN yang melek IT diera Konsepsi Penerapan Govermnance
Governance revolusi industri 4.0 Collaborative Governance —

saat 1l Lemahnya kultur berbagi diinginkan

data dan informasi antar
OPD dan lintas instansi

Pengaruh LINGKUNGAN
STRATEGIS
(Nasional, Regional, Global)




C. POLAFIKIR

Terwujudnya 9 Warisan Sumut
Bermartabat

1 UU no 23 th 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2 UU no 19 th 2016 tentang ITE

3. Perpres 95 th 2018 tentang SPBE

4. Permenpan RB no 5 th 2018 tentangvpedoman evaluasi SPBE

5. Permendagri 70 th 2019 tentang SIPD

6. Permendagri 90 th 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenclatur perencanaan pembangunan
dan keuangam daerah

7. Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara
tahun 2019-2023

8. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/460/KPTS/2023 tentang Tim Implementasi

Aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara

Terwujudnya Sumatera Utara yang
Maju, Aman dan Bermartabat

Meningkatnya Sinergitas & Akselerasi
Pencapaian 8 Prioritas Pembangunan

Su bjek Metoda Sumatera Utara

Setdaprovsu (Biro Adm +  SELURUH OPD 1. Rapat Internal
Pembangunan) Provsu 2. Rapat Koordinasi
2. Bappeda Provsu + 33 Kab/Kotadi 3. FGD
. 3. BKAD Provsu Provsu 4. Workshop Implementasi
Implement.am 4. Inspektorat Provsu 5. Simulasi Chliaboratie
Collaborative 5. Dinas Kominfo Provsu 6.  Penguatan SDM
G 6.  Dinas Pemberdayaan 7. Monitoring dan Evaluasi Governance
ovem4a14lce Masyarakat Dan Desa Provsu 8. Pelaksanaan Diklat yang
saat i1 7. Biro PBJ Setdaprovsu diinginkan

Pengaruh LINGKUNGAN STRATEGIS
(Nasional, Regional, Global)

D. MODEL INTEGRATED

e-planning e-budgetting

e-payment e-controlling

Cadi Managemen Monitoring dan SIMDA BMD

. B Pemantauan : Ticaty
\ Aplication
Sreten Aplication Aplication &

MUSRENBANG
APLICATION

1

RENJA
APLICATION

l

RKPD
APLICATION

Payment Bank ]SZva.lu;s.l ‘;i Management
Sumut System e Asset Aplication
Aplication Lanjut

SIMDA
APLICATION




E. APLIKASI PROGRESS REPORT PENGENDALIAN L ]. . ™
|  PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA [ "_[_—_|‘“u;ulj|
e ———————tm———. W B B

I. APBD PROVINSI SUMATERA UTARA

a. MANDATORY SPENDING

sl Mandatory Spending Provinsi Sumatera Utara

Mandatory Spending APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Daerah

MANDATORY SPENDING APBD UU MANDATORY SPENDING

Highcharis com

Mandatory Spending Aturan UU APBD Anggaran
Pendidikan 20% 25% Rp 14.273.522.513.391

Kesehatan 10% 11% Rp 12.835.613.180.329
Infrastruktur Daerah 40 % 21% Rp 2.474.072.504.578




b. PROGRES REALISAS|I PENDAPATAN

Lut Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Struktur Anggaran Pendapatan Pada APED Provinsi Sumatera Utara

Pendapatan
Re13.458.522513351
|

Realisasi Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumatera Utara
Pericda 1 Januar s.d 30 Juni 2023

Rezlisasi Pendapatan

c. PROGRES REALISASI BELANJA

Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera
Utara

Transfer: 20.0 %

Tak Terduga: 0.5 %

Operasi: 55.5 %

Modal: 23.9 %

@ Operasi @ Modal @ Tak Terduga @ Transfer

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Balania RpB.A438.484.652.292 59.12%
Belanja Modal Rp3.636.715.121.101 2548%
Belanja Tak Terduga Rp 82.994.39 5 0.

Belanja Transfer Rp 3.046.552.635.573 2134%

|Anggaran Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara Rp 14.273.522.513.391

Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD Provinsi Sumaters Utara

Transfer Dana Bagi Hasil (DBH)

Transfer Bana Alokasi Umum (DAL)

Transfer Dana Alokasi Khusts (DAI) Fisik
Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Transfer Dana Insentif Daerah (DID)

Lain Lain Pendapatan Deerah yang Sah

Realisasi Pendapatan
Provinsi Sumatera Utara
Per Tanggal 30 Juni 2023
Rp5.788.527.381.806

Persen:43.01%

Rp477.465.166.000
Rp 1.793.640.581.000
Rp29.555.902.000
Rp 241231616717

Realisasi Belanja Pada APBD Provinsi Sumatera Utara

Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2023

75T

Januari Februari

Arus Kas

Realisasi Belanja
Provinsi Sumatera Utara
Per Tanggal 30 Juni 2023
Rp 5.529.768.854.610

Persen:38.74%



d. REALISASI BELANJA SEKRETARIAT DAERAH

Lul Serapan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Serapan Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
10T

Serapan Anggaran
Sekretariat Daerah
e Anggaran: Rp 1.267.023.911.096

100M

Realisasi: Rp 631.021.824.072

17 316 4735 847

(059 543 630 Persen:49.8%

49.8

5-850000-000 4275077 954 TE T3 550
e 120744 1980 988 739

@ Anggaran @ Realisasi

Higheharis.com

Lu! Persentase Serapan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

Persentase Realisasi Belanja oleh OPD

Provinsi Sumatera Utara
Periode 1 januan s d 30 Juni 2023

Biro Umum
Biro Pengadaan Barang/Jasa
Biro Administrasi Pimpinan
Biro Administrasi Pembangunan
Biro Kesejahteraan Rakyat
Biro Hukum
Biro Organisasi

Biro Perekonomian L e

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah [ e

3] 10 15 20 25 30 35
persen

@ Realisasi Belanja




e. REKAPITULASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lilll Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh OPD Provinsi Sumatera Utara

Persentase Realisasi Pendapatan oleh OPD Provinsi

Target dan Realisasi Pendapatan oleh OPD Provinsi
Sumatera Utara

Sumatera Utara

Periode 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023

Badan Pendapatan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Dagrah

UPTD. Khusus Rumah Sakit
Umum Haji

Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

UPTD. Khusus Rumah Sakit
Jiwa Prof.DR.Muhammad lidrem

Dinas Kesehatan

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Biro Umum

Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan
Holtikultura

Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Perkebunan dan
Peterakan

Dinas Perindustrian, Perdagan...

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan

Badan Penghubung Dagerah

Dinas Perhubungan

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Dinas Kebudayaan, Parawisata
dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pendidikan

7.200.320,084 046

6536076 897.320

75000 000 000

15385 740673

10860 000 000

6705524

000

5425000 000

1514 625 350

2392 000 000

2000000 000

716 150 000

1975 050 000

1401071732

) 4500 000

1100 000 000
1080 000 000
1015 095 635
682 415100
500000 000
350 000 000
200 000 000
43 450 000

100 000 000

20000 000

Rupiah (Rp)

10Jt 1000t 1M 10M 100M 1T

@ Target Pendapatan @ Realisasi Pendapatan

Periode 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2023

Dinas Kepemudaan dan
Keolahragaan

Dinas Kebudayaan, Parawisata
dan Ekonomi Kreatif

UPTD. Khusus Rumah Sakit
Umum Haji

UPTD. Khusus Rumah Sakit
Jiwa Prof.DR.Muhammad lldrem

Badan Pendapatan Daerah

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Dinas Perkebunan dan
Peternakan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Biro Umum

Dinas Perindustrian, Perdagan...

Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Badan Penghubung Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Dinas Perhubungan

Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan dan
Holtikultura

Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Pendidikan

35.81%

34.72%

50

@ Realisasi Pendapatan

persen

75




f. REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN

Persentase Realisasi Belanja oleh OPD
Provinsi Sumatera Utara
Periode 1 januari s.d 30 Juni 2023

Badan K o an At
adan Keuangan dan Ase N
Daerah 53:0
Dinas Pemberdayaan Peremp... 50.0%
49.5%

Dinas Kelautan dan Perikanan
Biro Pengadaan Barang/Jasa 49.1%
Dinas Koperasi dan Usaha Ke... 48.6%
| UPTD. Khusus Rumah Sakit Ji... 48.6%
Biro Administrasi Pimpinan 46.6%
Dinas Perpustakaan dan Arsip 46.4%
Biro Administrasi Pembangunan 46.4%
Satuan Polisi Pamong Praja 46.3%
Badan Perencanaan Pembang... 46.0%
Dinas Komunikasi dan Informa... 45.8%
Dinas Kesehatan 45.0%
Dinas Penanaman Modal dan ... 43.6%
Biro Kesejahteraan Rakyat 42.4%
Dinas Perindustrian, Perdagan... 42.4%
Badan Kepegawaian 41.9%
Biro Hukum 41.8%
Dinas Pendidikan 41.4%
Dinas Ketenagakerjaan 41.2%
Badan Pengembangan Sumbe... 40.4%
Dinas Sosial 39.21%
Inspektorat 39.13%
Badan Pendapatan Daerah 38.67%
UPTD. Khusus Rumah Sakit U... 38.23%
Dinas Lingkungan Hidup dan ... 37.93%
Dinas Ketahanan Pangan, Tan... 37.41%
Dinas Pemberdayaan Masyara... 36.93%
Biro Organisasi ) 36.86%
Dinas Kebudayaan, Parawisat... 36.14%
Badan Penghubung Daerah ) 34.58%
Sekretariat DPRD 33.61%
Dinas Perhubungan 33.20%
Biro Perekonomian 33.08%
Biro Pemerintahan dan Otono... 32.06%
Badan Penanggulangan Benc... 31.89%
Dinas Perkebunan dan Petern... 31.13%
Dinas Perumahan dan Kawas... 26.09%
Dinas Kepemudaan dan Keola... 22.35%
Badan Kesatuan Bangsa dan ... 8.74%
Dinas Pekerjaan Umum dan P... 7.10%

0 10 20 30 40 50 60 70
persen

@ Realisasi Belanja




DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

1.

Lul Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara

Periode 1 januari s.d 30 Juni 2023 Dana AlokESi KhUSUS
Anggaran: Rp 582.481.430.491
Realisasi Per 30 Juni 2023:
Rp 14.295.476.866
916 133 508 Persen:2.5%

154 070 877 491

18 667 770 850
—3829-848000

@ Anggaran @ Realisasi

Highcharts.com

2. PERSENTASE REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

Lu! Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara

Persentase Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara
Periode 1 januan 5.d 30 Juni 2023

Dinas Kebudayaan, Parawisata dan Ekonomi Kreatit
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pendidikan

Dinas Kelautan dan Perikanan

UPTD. Khusus Rumah Sakit Umum Haji

Dinas Kesehatan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 60
persen

@ Persentase Realisasi




DANA DEKONSENTRASI

1. REKAPITULASI REALISASI DANA DEKONSENTRASI

Ll Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara .
Periode 1 januari s.d 30 Juni 2023 Dana Dekonsentrasi

Pagu : Rp 78.645.645.000
33331 135 000 Realisasi Per 30 Juni 2023:

10M  —M——[B4 653-162-0004-000-086-000 Rp 5.186.199.975

2 899 841 000 e 6.6%
'ersen: 6.
586 910000 529 103 000 295 729 000

@® Pagu @ Realisasi

2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA DEKONSENTRASI

Ll Persentase Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara

Persentase Realisasi Dana Dekonsentrasi Provinsi Sumatera Utara
Periode 1 januan s.d 30 Juni 2023

Dinas Kesshat=n

Dinas Kepemudaan dan Keciahragaan

Dinas Koperas gzn Ussha iecil Manengah

Inspektorat | 0.00%

Dinas Perindustrian, Perdagangan. Energi dan Sumber Days Mineral | £.00%

Badan

. Peneltian dan oo

Dinas Ferkebunan dan Petemakan

Sira Pamerintzhan dan Otonomi Daersh

Dinas Perpustakaan dan Arsip

Dinas Kefautan dan Perikanan

Tinas Ketenagakerjzan

Dinas Katshanan Pangan, Tenaman Pangan dan Hofikulturs

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpady Satu Fintu

® Persentass Realsas



DANA TUGAS PEMBANTUAN

1. REKAPITULASI REALISASI DANA TUGAS PEMBANTUAN

L Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara

Periode 1 januari s.d 30 Juni 2023

Dana Tugas Pembantuan

47 341 136 000

40M  —

Pagu: Rp 106.775.202.000
Realisasi Per 30 Juni 2023 :
Rp5.186.199.975
Persen:4.9%

29 562 034 000 28 112 262 000

0 0 [i}

1585 000 000

167 700000 0
—
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Pangan dan
Holtikultura
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dan Peternakan

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

® Fagu @ Realisasi

Dinas Kebudayaan,
Parawisata dan
Ekonomi Kreatif

4.9

Dinas Kelautan dan
Perikanan

Highcharts.com

2. PERSENTASE SERAPAN BELANJA DANA TUGAS PEMBANTUAN

Lul Persentase Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Pekeriaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Kebudayaan, Parawisata dan Ekenomi Kreatit

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtilultura

Persentase Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Sumatera Utara

Pericde 1 januari s.d 30 Juni 2023

@ Persentase Realisasi




ll. APBD KABUPATEN/KOTA

a. MANDATORY SPENDING KABPATEN/KOTA

Luil.ii Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
MANDATORY SPENDING APBD 2023
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MANDATORY SPENDING APBD 2023

© DANADESA  -#- UU MANDATORY DANA DESA

DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY PENDIDIKAN, YAITU : KABUPATEN NIAS SELATAN (15.8
%),

DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, SELURUHNYA TELAH MEMENUHI STANDAR MANDATORY KESEHATAN

DARI 33 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 26 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY INFRASTRUKTUR, YAITU : PROVINSI SUMATERA
UTARA (21 %), KOTA SIBOLGA (12.04 %), KOTA GUNUNG SITOLI (33.03 %), KOTA MEDAN (30.55 %), KOTA TEBING TINGGI (18.52 %), KOTA BINJAI (13.02 %), KOTA PADANGSIDIMPUAN (22.21 %),
KOTA PEMATANGSIANTAR (12.62 %), KABUPATEN KARO (17.44 %), KABUPATEN NIAS UTARA (28.56 %), KABUPATEN DELI SERDANG (25.69 %), KABUPATEN LANGKAT (7.37 %), KABUPATEN
NIAS BARAT (27.87 %), KABUPATEN NIAS SELATAN (32.48 %), KABUPATEN ASAHAN (21.3 %), KABUPATEN TAPANULI UTARA (12.7 %), KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (22.25 %),
KABUPATEN DAIRI (35.77 %), KABUPATEN PADANG LAWAS (16.51 %), KABUPATEN LABUHANBATU (32.27 %), KABUPATEN SAMOSIR (39.4 %), KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN (23.21 %),
KABUPATEN SIMALUNGUN (21.41 %), KABUPATEN PAKPAK BHARAT (38.02 %), KABUPATEN SERDANG BEDAGAI (29.31 %), KOTA TANJUNG BALAI (15.17 %),

DARI 26 KABUPATEN/KOTA YANG MENGISI DATA, MASIH ADA 1 KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MANDATORY DANA DESA, YAITU : KOTA PADANGSIDIMPUAN (6.31
%




b. PROGRES REALISASI PENDAPATAN

== Lul.sAngearan Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara: Rp

Anggaran P patan Pada APBD Kabupaten/Kota

Pendapatan
Rpd7457441779.794

l

DBH
Rp 1315251082627

Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota
Periode Januar s.d Juni 2023 ST o 3

Transfer  DamaBagi Hasil (DBH) Rp 1315

Transfer  Dama Alokasi Umum (DAU) Rp20.533.315.708.000

Transfer  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp2.553.424.835.008

Transfer  Dana Alokasi Khusus {DAK) Non Fisik Rp5.761.349.035.145

Transfer  Dana Insentif Deerah (DID) Rp 166.233.306.278

Transfer  DanaDesa

Lain Lain Pendapatan Deerah yang Sah

Wilai (Rupiah)

Realisasi Pendapatan
Kabupaten/Kota
Sampai dengan Juni 2023
Rp 18.222.910.363.495

Januzn

Persen:38.3%
Reslisas Pendapatan

Ll Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota

Pariode Januari =.d Juni 2023

% e me—

Realisasi Pendapatan




c. PROGRES REALISASI BELANJA

- —
Ll Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara : Rp 47.637.441.779.794

Alckasi Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota
) Pesicde Januari =.d Juni 2023
Tranater 121 %

TakTersuge 78

WodmATE®

Mélai (Fupiahy

o . . I

Jznuar

® Opesssl @ Modsl @ TskTerhugs @ Transfer Reslizas Balaria

abet Aloksi jaPads APED Ka ~ ol
Realisasi Belanja
Beianjs Cperast Rp 33765484 907 318 7088% Kabupaten/Kota
Belanjo Modal RpBA72 796306958 v [ENEEEEE R

Sampsi dengan Juni 2023
Belanja Tak Terduga Rp 349182584 647 073K Rp 15.395.226.620.826

Belanja Transfer Rp5R87355% 279493 1233%

Persen:323%
| Alokasi Anggaran Belanja Peda APBD Kabupaten/Kota Rp47.637.441.779.794

Lull.e Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota

Periode Januari .d Juni 2023

S5 [33m [sss

Realisas Balanja




d.

Lid DANA DESA

Realisasi Dana Desa
Periode 15 Juni 2023
Rp 1.538.843.410.011
Persen:33.88%

99.9

Anggaran

4.542.382.819.000,00

Tahap1
1.162.461.428.550,00

DesaCair: 4578

Belum Cair : 839

PROGRES REALISASI DANA DESA

REALISAS! DANA DESA

Parinda 15 Juni 2023

25T I asT AT
Suipizh

@ Anggaran @ DanaDesa @ BT @ Realokast

Tahap2
194.692.681.461,00

Desa Cair: 744 Belum Cair: 4673

Realisasi Dana BLT Periode 15 Juni 2023 : 181.689.300.000,00

W1
142.541.100.000,00

Desa Cair:43%0 Belum Cair: 976

]

W2
39.148.200.000,00

Desa Cair: 1134 Belum Cair : 4232

TW3
0,00

Desa Cair: 0 Belum Cair: 5366 Desa Cair: 0

Persen Realisasi Dana Desa pada APBD Kabupaten/Kota

REALISASI JUMLAH DESA

Jumizh Dgez

Parioda |5 Juni 2023

Dang Dusa Tahag 1

Dana Desz.

Danz sz

80T Tahan 1

BT Tahan 2

BT Tahan &

BT Tahand

@ jumish Desa @ Sudah Cair

Tahap 3
0,00

Belum Cair - 5386

W4
0,00

Belum Cair : 5366

Realokasi
0,00

@ Belum Cair

1.357.154.110.011,00

29.88 %

Total Penyaluran

1.538.843.410.011,00

KER T

Persen Realisas| Dana Desa




Ill. Analisis Realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara Pada Triwulan Il

'8 a. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan Provinsi
Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp 5.028.312.736.799 pada tahun 2022 sebesar
Rp. 5.121.495.452.950 dan pada tahun 2023 sebesar 5.788.527.381.805 Persentase
peningkatan realisasi pada triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021
sebesar 15.11 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 13.02 %. Persentase
rata — rata peningkatan realisasi pada triwulan II dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar
14.07%. Gambar grafik peningkatan pendapatan realisasi Provinsi Sumatera Utara pada

triwulan II ditunjukkan pada gambar di bawah :

Lul Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Pendapatan Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

5788527 381-805.8

5028 312 736 799 5121 495 452 950.8

2022

Realisasi Pendapatan




Persentase Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II juga
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi pendapatan
Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp 36.74 %, pada tahun 2022 sebesar
Rp. 41.11 %, dan pada tahun 2023 sebesar 43.01 %. Gambar grafik peningkatan
persentase realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II ditunjukkan

pada gambar di bawah :

Lul Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Persen Realisasi Pendapatan Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 5.d 2023

36.74%

2022

Persen Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II, ditinjau dari

realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan April, Mei dan Juni, juga
meningkat dengan baik. Gambar grafik realisasi pendapatan Provinsi Sumatera Utara

pada triwulan Il pada bulan April, Mei dan Juni ditunjukkan pada gambar di bawah :




Ll Anggaran Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Pendapatan Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 5 d 2023

Januari Februari Maret April

@® Tahun2021 @ Tahun2022 @ Tahun 2023

b. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja Provinsi
Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp 5.980.231.912.240, pada tahun 2022
sebesar Rp. 4.100.813.948.288, dan pada tahun 2023 sebesar 5.529.768.854.610.
Persentase peningkatan realisasi pada triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan
tahun 2021 sebesar 9,97 %, dan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 34,84 %.
Persentase rata — rata peningkatan realisasi pada triwulan II dari tahun 2021 s.d 2023

sebesar 22,40 %. Gambar grafik peningkatan realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara

pada triwulan II ditunjukkan pada gambar di bawah :




L Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Belanja Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

5980 231 912 240.7

5 529 768 854 610.5

4100 813 948 288.9

2022

Realisasi Belanja

Persentase Realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II juga
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase realisasi belanja
Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp 42.86 %, pada tahun 2022 sebesar
Rp. 30.54 %, dan pada tahun 2023 sebesar 38.74 %. Gambar grafik peningkatan
persentase realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II ditunjukkan pada

gambar di bawah :

Lt Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

Persen Realisasi Belanja Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

42.86%

38.74%.

30.54%

2022

Persen Realisasi Belanja
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i} Realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II, ditinjau dari realisasi | ‘
perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan April, Mei dan Juni, juga

meningkat dengan baik. Gambar grafik realisasi belanja Provinsi Sumatera Utara pada

triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni, ditunjukkan pada gambar di bawah :

Ll Anggaran Belanja Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Belanja Triwulan Il Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 5.d 2022

14T 1407

Januari Februari Maret Apri

® Tahun 2021 @ Tahun2022 @ Tahun 2023




IV. Analisis Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera

Utara Pada Triwulan Il

a. Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera pada triwulan II
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan
Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp
12.228.261.696.535, pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.832.815.901.608, dan pada tahun
2023 sebesar 17.517.743.219.280. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan II
tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 43,25 %, dan dibandingkan
dengan tahun 2022 sebesar -1,76 %. Persentase rata — rata peningkatan realisasi pada
triwulan II dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 20,74 %. Gambar grafik peningkatan
pendapatan realisasi Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II

ditunjukkan pada gambar di bawah :

Lul Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Pendapatan Triwulan Il
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

17 832 815 901 608 17 517 743 219 280

12 228 261 696 535

§

2022

Realisasi Pendapatan




Persentase Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
pada ftriwulan II mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021
persentase realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada
triwulan II sebesar Rp 27,53 %, pada tahun 2022 sebesar Rp. 38,61 %, dan pada tahun
2023 sebesar 37,92 %. Gambar grafik persentase realisasi pendapatan Provinsi

Sumatera Utara pada triwulan II ditunjukkan pada gambar di bawah :

Lul Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Persen Realisasi Pendapatan Triwulan Il
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

38.61%

2022

Persen Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II,

ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan April, Mei,
juga meningkat dengan baik. Hanya pada realisasi bulan Juni 2023 mengalami
penurunan dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2022. Gambar grafik realisasi
pendapatan Provinsi Kabupaten/Kota Se Sumatera Utara pada triwulan II pada bulan
April, Mei dan Juni ditunjukkan pada gambar di bawah :




Lu Anggaran Pendapatan Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Pendapatan Triwulan Il
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

2487

0.197 .

Januari Februari Maret April

® Tahun2021 @ Tahun2022 @ Tahun 2023

b. Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 realisasi belanja
Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II sebesar
Rp,9.595.269.266.043 pada tahun 2022 sebesar Rp. 13.738.983.835.437, dan pada tahun

2023 sebesar 14.715.528.655.333. Persentase peningkatan realisasi pada triwulan II
tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 53,36 %, dan dibandingkan
dengan tahun 2022 sebesar 7,1 %. Persentase rata — rata peningkatan realisasi pada
triwulan II dari tahun 2021 s.d 2023 sebesar 30,2 %. Gambar grafik peningkatan

realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II




L Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Belanja Triwulan I
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

14 715 528 655 333

13 738 983 835 437

9 595 269.266.043.4

2022

Realisasi Belanja

Persentase Realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada
triwulan II juga peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 persentase
realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II sebesar Rp
20.18 %, pada tahun 2022 sebesar Rp. 27.89 %, dan pada tahun 2023 sebesar 29.87 %.
Gambar grafik peningkatan persentase realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi

Sumatera Utara pada triwulan II ditunjukkan pada gambar di bawah :

Lul Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Persen Realisasi Belanja Triwulan Il
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Periode 2021 s.d 2023

29.87%

2022

Persen Realisasi Belanja




Realisasi belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II,
ditinjau dari realisasi perbulannya menunjukkan bahwa realisasi pada bulan April, Mei
dan Juni juga meningkat dengan baik. Gambar grafik realisasi belanja Kabupaten/Kota

Se Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II pada bulan April, Mei dan Juni ditunjukkan

pada gambar di bawah :

L Anggaran Belanja Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara

Realisasi Belanja Triwulan I
Pada APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara
Periode 2021 s.d 2023

Januan Februan Maret April

® Tahun2021 @ Tahun2022 @ Tahun 2023




V. Analisis Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Se- Sumatera Utara

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur

oleh undang-undang. Tujuan Mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah

ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal

sebagai berikut:

(1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal

(2)

(©)

4)

31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49
ayat (1).

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

Daerah wajib mengalokasikan belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah
40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil
dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa dan dalam hal persentase belanja
infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah
harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5
(lima) tahun dan ini merupakan amanat dari ketentuan pasal 147 ayat (1), Undang —
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).




a. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia

suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin
terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah
dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara
tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang
dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta
dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini
dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah
harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN
dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi
anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan
kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam
pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). J

Lull-sl Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
MANDATORY SPENDING APBD 2023




Dari data progress report Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa pada

mandatory spending APBD 2023 masih ada 1 kabupaten/kota yang belum memenuhii
standar mandatory Pendidikan yaitu Kabupaten Nias Selatan sebesar (15,80%).

Melihat masih adanya kabupaten/kota yang tidak memenuhi standar mandatory
maka perlu adanya terobosan-terobosan baru yang harus dilakukan khususnya pada
kabupaten/kota yang belum memenuhi standar dengan memberikan sarana
pendukung pembelajaran agar Standar mandatory pendidikan dapat dicapai seperti:
memberikan bantuan berupa pemenuhan sarana pendidikan berupa laptop dan akses
internet pada sekolah-sekolah yang memerlukan sehingga kegiatan pendidikan yang
saat ini mengarah pada metode online dan merdeka belajar dapat tercapai dengan

lebih sempurna.

b. Bidang Kesehatan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa
Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional
tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
serta keadilan sosial. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial
yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman

tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu.

Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap
orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam
gerakan promosi kesehatan. Berbagaifaktor sosial berpengaruh terhadap kondisi
kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik biologi, perawatan

kesehatan, dan lingkungan fisik yang ada berperan dalam menjaga kondisi kesehatan

Masyarakat




Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan
yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang
menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan
berupa pemenuhan peralatan kesehatan, penambahan gedung dan fasilitas kesehatan
guna menunjang terpenuhinya target kesehatan masyarakat.

Karena perlu dipahami bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambaran alokasi sektor kesehatan di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat pada

gambar dibawah ini :

Lul.wl Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
MANDATORY SPENDING APBD 2023

® KESEHATAN
+- UU MANDATORY KESEHATAN - YU-MANBATORY-INFRASTRUKTOUR

‘ Dari data progress report Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa semua
kabupaten/kota telah memenuhi standar mandatory Kesehatan. Hal ini cukup menjadi

| catatan baik untuk bidang kesehatan di Kabupaten/kota.




Bidang Infrastruktur

Terhadap alokasi belanja Infrastruktur pelayanan public, daerah wajib
mengalokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di
luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa dan dalam hal
persentase belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40% (empat puluh
persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik
paling lama 5 (lima) tahun sebagai pertimbangan kearah pencapaian pembangunan
infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah
nasional.

Gambaran alokasi sektor infrastruktur di Provinsi Sumatera utara dapat di lihat

pada gambar dibawah ini :

L.l Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
MANDATORY SPENDING APBD 2023
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@ INFRASTRUKTUR
-m- UU MANDATORY INFRASTRUKTUR

Dari data progress report Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 26 (dua

puluh enam) kabupaten/kota yang belum memenuhi standar mandatory infrastruktur
yaitu Provinsi Sumatera Utara (21 %), Kota Sibolga (12.04 %), Kota Gunung Sitoli (33.03
%), Kota Medan (30.55 %), Kota Tebing Tinggi (18.52 %), Kota Binjai (13.02 %), Kota
Padangsidimpuan (22.21 %), Kota Pematangsiantar (12.62 %),




Kabupaten Karo (17.44 %), Kabupaten Nias Utara (28.56 %), Kabupaten Deli Serdang
(25.69 %), Kabupaten Langkat (7.37 %), Kabupaten Nias Barat (27.87 %), Kabupaten
Nias Selatan (32.48 %), Kabupaten Asahan (21.3 %), Kabupaten Tapanuli Utara (12.7 %),
Kabupaten Labuhanbatu Utara (22.25 %), Kabupaten Dairi (35.77 %), Kabupaten Padang
Lawas (16.51 %), Kabupaten Labuhanbatu (32.27 %), Kabupaten Samosir (39.4 %),

Kabupaten Humbang Hasundutan (23.21 %), Kabupaten Simalungun (21.41 %),
Kabupaten Pakpak Bharat (38.02 %), Kabupaten Serdang Bedagai (29.31 %), dan Kota
Tanjung Balai (15.17 %).

Dari penjelasan gambar di atas dapat dilihat masih ada 15 (lima belas)
kabupaten/kota yang belum bisa memenuhi standar yang ada, hal ini dapat
menggambarkan bahwa penyerapan dana untuk kegiatan infrastruktur di lima belas
Kabupaten tersebut masih belum dapat maksimal. Hal ini patut disayangkan dan
harusnya menjadi perhatian pihak terkait, karena infrastruktur sangat diperlukan untuk
menunjang dan memfasilitasi kegiatan masyarakat untuk dapat menjalankan

kegiatannya.

Disisi lain bidang infrastruktur sangat berperan penting dalam mewujudkan
pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan,
dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang
memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan
daya saing global.

Dengan infrastruktur yang baik dan lengkap sesuai dengan kebutuhan daerah
akan membuat daerah tersebut maju, mandiri dan berdaya saing sehingga akan
menumbuhkan kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah,
serta memperkuat daya saing antar daerah yang positif. Oleh sebab itu, pengembangan
wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya
daerah baik sumber daya alam, sumber daya mansia, ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan tetap mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa, dan kaidah

pembangunan yang berkelanjutan.




Bidang Dana Desa

Peran dana desa dalam mendorong peningkatan status desa cukup signifikan.
Menurut Mendes PDTT dalam keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id terkait
Rapat Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bahwa dalam salah satu daerah yang mengalami
perkembangan luar biasa adalah desa-desa di Sumatera Utara di mana status desa maju
naik dratis dan status desa tertinggal turun tajam, pada bulan Nopember 2021 di Kantor

Gubernur Sumatera Utara.

Lull.st Mandatory Spending APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

MANDATORY SPENDING APBD 2023

@ DANADESA  -e- UUMANDATORY DANA DESA

Dari data progress report Sumatera Utara yang ada dapat dilihat bahwa ada 1

(satu) kabupaten/kota yang belum memenuhi standar mandatory Dana Desa yaitu Kota

Padangsidimpuan (6,32%).

Untuk Kota Padangsidimpuan dana desa kecil, karena jumlah desa pada Kota

Padangsidimpuan tersebut sedikit. Kota Padangsidimpuan hanya memiliki 42 desa,
sehingga merupakan hal yang wajar jika dana desa pada Kota Padangsidimpuan kecil

dan tidak memenuhi standar mandatory Dana Desa sebesar 10%.




PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi Collaborative Governance melalui aplikasi
PRP2SUMUT adalah tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Implementasi collaborative governance melalui aplikasi
PRP2SUMUT adalah solusi kekinian untuk mengurai
permasalahan koordinasi dalam pengendalian pembangunan
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Implementasi  Collaborative ~ Governance  melalui  Aplikasi

PRP2SUMUT akan dapat melihat (a) Pemenuhan Mandatory \
Spending APBD Provinsi dan Kab/Kota (b) Progres Kemajuan Fisik
dan Keuangan baik APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, (c) Progres
Kemajuan Fisik dan Keuangan Dana Alokasi Khusus (d) Progres
Realisasi Dana Desa (e) Progres Realisasi Dana Dekonsentrasi dan (f)
Progres Realisasi Dana Tugas Pembantuan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Aplikasi PRP2SUMUT diharapkan dapat diintegrasikan dengan aplikasi sejenis yang
ada di Kabupaten/Kota, sehingga data yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota
dapat dihasilkan secara real-time oleh aplikasi PRP2Sumut. Hal ini juga akan
memudahkan pelaporan dan koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.




LAMPIRAN

A. SKTIM IMPLEMENTASI APLIKASI

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44 /460/KPTS/2023

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI APLIKASI PROGRESS REPORT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara
Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana
Pembangunan menyatakan bahwa Pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan dilakukan terhadap perkembangan
realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target
keluaran (output), dan kendala yang dihadapi;

b. bahwa untuk mengetahui perolehan pencapaian target dari
hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan di Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 perlu gambaran sebuah
Implementasi yang dimuat sebagai Laporan Kkegiatan atas
pengendalian pelaksanaan Pembangunan pada Aplikasi
Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara
(PRPZSUMUT);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Implementasi Aplikasi Progress Report
Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran
2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

@ Dipindai dengan CamScanner



2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor -77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

=5

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 9);

11.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 26);

12, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Tim Implementasi Aplikasi Progress Report Pengendalian
Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, dengan
susunan keanggotaan dan wuraian tugas tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ dan Lampiran II sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan
Desember 2023.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Biro

Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Dipindai dengan CamScanner



KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Juni 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri R.1. di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provsu di Medan;

3. Inspektur Provsu di Medan;

4. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA UT
SEKRETARIAT DAERAH m
Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Kode Pos 20152
Telepon (061) 4156000

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/579/KPTS/2023

TENTANG

TIM ADMIN ENTRI DATA PROGRES KEGIA\T'AN FISIK PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA MENDUKUNG TIM IMPLEMENTASI APLIKASI PROGRESS
REPORT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 188.44/460/KPTS/2023 tanggal 23 Juni 2023 telah
ditetapkan Tim Implementasi Aplikasi Progress Report
Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran
2023;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim
Implementasi  Aplikasi Progress Report Pengendalian
Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, perlu
dibentuk Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik setiap
Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik
Perangkat Daerah dalam Rangka Mendukung Tim
Implementasi  Aplikasi Progress Report Pengendalian
Pembangunan Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 'I\ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322}; !

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 64);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 30);

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9);




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

: Tim Admin Entri Data Progres Kegiatan Fisik Perangkat Daerah

dalam Rangka Mendukung Tim Implementasi Aplikasi Progress
Report Pengendalian Pembangunan Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban
untuk melaksanakan proses input data progres kegiatan fisik
Perangkat Daerah melalui Aplikasi Progress Report Pengendalian
Pembangunan Sumatera Utara (PRP2 Sumut) paling lama tanggal
5 (lima), setiap bulan berjalan.

Pelaksanaan Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan
Desember 2023.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 pada Biro
Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya pada tanggal 25 Juli 2023
KEPALA BIRO HUKUM,

o,

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

W SEKRETARIS DAERAH,

DWI ARIES SUDARTO ttd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002 ARIEF S. TRINUGROHO

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Inspektur Provsu di Medan;
4. Yang bersangkutan.




